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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis mengenai 

“Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Terhadap Prinsip Demokrasi Di Indonesia”, maka Penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada adalah sah secara 

konstitusional karena telah selaras dengan konstitusi yang 

mengamanatkan pemilihan secara demokratis berdasarkan teori Robert 

A. Dahl. Kompetisi dalam Pilkada dengan calon tunggal tetap terwujud 

meskipun kurang sempurna karena pasangan calon tunggal tetap harus 

bersaing untuk memperoleh suara lebih dari 50%  (lima puluh persen) 

dari suara sah sehingga tidak menjadikannya “menang secara aklamasi” 

walaupun dilawankan dengan kolom kosong sebagai alternatif pilihan. 

Partisipasi dalam hal Pilkada dengan calon tunggal telah terpenuhi 

melalui terjaminnya hak konstitusional masyarakat dalam hal memilih 

untuk menentukan pemimpinnya secara langsung dengan alternatif 

pilihan antara calon tunggal dengan kolom kosong. Calon tunggal 

dalam Pilkada sedikit mengurangi esensi demokrasi, namun tidak 

menjadikannya hilang sehingga Pilkada dengan calon tunggal adalah 

konstitusional karena selaras dengan konstitusi yang menghendaki 

pemilihan secara demokratis. Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon 
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yang dilawankan dengan kolom kosong justru merupakan cara yang 

lebih demokratis dibanding menyatakan “menang secara aklamasi” 

tanpa memberikan pilihan kepada masyarakat selaku pemilih.   

2. Konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan 

demokrasi di Indonesia adalah pertama, menurunnya partisipasi 

pemilih yang tampak melalui presentase Pilkada serentak nasional 

tahun 2024 yang berada di angka 68,1% dibanding tingkat partisipasi 

pemilih pada Pilkada serentak tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 

angka 73% berdasarkan Sirekap, serta adanya peningkatan jumlah 

suara tidak sah di sejumlah daerah. Kedua, berkurangnya kualitas 

demokrasi yang ditunjukkan dengan belum terwujudnya secara 

sempurna terkait tingkat kompetisi berupa lawan yang secara subjek 

dapat melakukan adu gagasan pada pelaksanaan debat publik/debat 

terbuka sebagai salah satu bentuk kampanye penting untuk masyarakat 

dapat mengetahui dan membandingkan kualitas antar pasangan calon, 

namun partisipasi pemilih tetap terjamin keberadaanya karena hak 

konstitusional dalam hal memilih pada jadwal yang telah ditentukan 

dapat tersalurkan dengan baik tanpa tersandera ketentuan minimal 2 

(dua) pasangan calon untuk dapat menyelenggarakan Pilkada. Ketiga, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada yang apabila 

kolom kosong meraih kemenangan maka akan dilakukan penunjukkan 

Penjabat Daerah dengan kewenangan terbatas, serta di satu sisi jika 

terpilihnya calon tunggal dalam Pilkada sesungguhnya kurang 
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merepresentasikan kehendak rakyat secara utuh karena sejak awal telah 

meniadakan ragam pilihan bagi masyarakat untuk dapat 

membandingkan kualitas antar pasangan calon. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis paparkan di atas, maka Penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu dibuatnya pengaturan mengenai syarat maksimal koalisi partai 

politik dalam Pilkada agar tidak terjadi pemborongan partai yang turut 

mempersulit calon-calon lain untuk dapat maju sehingga peluang 

menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon dapat terwujud guna 

menjaga kualitas demokrasi.  

2. Perlu dirancang jadwal penyelenggaraan Pilkada dengan lebih baik agar 

tidak berada di tahun yang sama dengan Pemilu sehingga akan lebih 

menghasilkan calon-calon yang beragam karena adanya dinamika baru 

yang terbentuk, partai politik jauh lebih matang dalam mempersiapkan 

calon-calonnya, serta menghindari pengaruh politisasi nasional pasca 

Pemilu. 
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